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ABSTRACT 
According to the  Bal i  Provincial  Regulat ion No.  8 concerning Vi l lage Credit 
Union (hereinaf ter re ferred to as LPD) Art ic le  2 paragraph (1 ) states that:  LPD is a  
v i l lage-owned f inancial union conduct ing business in the  v i llage and for the  benef it  
of  the v il lagers.  This is conf irmed by the  presence of the Decision of  the  Third Big 
Meet ing by  Vi l lage Assembly (MDP) Bal i  No.  009 /  SK -PA III  / MDP Bal i  /Vf fl  /2014 
Art ic le I  paragraph (1 ),  namely , the  Vi llage Credi t  Union is one of the possessions  
of  the v il lage.  
This type of  research used in this  thesis is a  normative  study.  Normative  study is 
the  one that  examines the level  of  legal  norms,  finding the  non -existence of  the  LPD 
status as a  legal  subject  of  l iabi li ty  rights,  so there  is a legal  vacuum in w hich the  
status of  the  LPD as the  subject  of  a l iabi li ty  rights is not  st ipulated in the 
legislat ion and these  problems wi l l  be  a legal discovery .  
LPD i s the  possession of  the  v i l lage,  so LPD cannot  be  the  legal  subject  of 
l iabi l ity  right  because the  v i l la ge i tse lf  has not  been the  subject  of  law.  So the  
securi ty  l iabi l i ty  agreement  made by LPD is inval id because i t  does not  qual i fy his 
legi t imate  agreements wri t ten in Art icle  1320 paragraph (4 ) of  Civi l  Code regarding 
lawful  cause  or legal  cause .  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada Tahun  1984 pemer intah  Bal i 
melalui  Surat  Keputusan  (SK) Gubernur  
Nom or  :  972  mencetuskan  pendir ian  
Lem baga Perkredi tan Desa (selan jutnya  
disingkat  dengan  LPD),  lembaga  
keuangan  yang menghimpun  dana dari  
masyarakat  desa  dan  kemudian  
menyalurkannya dal am ben tuk kredi t.  
LPD merupakan  duwe desa pakraman  
yang memil iki  karakter  khas sebagai  
lembaga komunitas adat.   
LPD menggunakan Pasal  18A dan 
pasal  18B UUD RI 1945 sebagai  dasar  
konst i tusinya,  yang memuat  keten tuan  
dalam pasal  18A bahwa pemer in tah  
daerah  propinsi,  kabupaten  dan  kota,  
haruslah  memperhat ikan  kekhususan  dan  
keragaman  suatu daerah,  yang kemudian  
diper tegas oleh  pasal  18B bahwa Negara  
mengakui  dan  menghormat i  sa tuan -
satuan  pemer in tahan  daerah  yang 
ber si fa t  khusus a tau ist imewa,  ser ta  
mengakui  dan  menghormat i  sa tuan -
satuan  masyarakat  hukum adat  ser ta  
hak-hak t radisionalnya  sepan jang masih  
h idup dan  sesuai  dengan  perkembangan  
masyarakat  dan  pr insip Negara  
Kesatuan  Indonesia . 1 
 Keten tuan  konst i tusi  ini  oleh  
Pemer in tah  Provinsi  Bal i  di t indaklan jut i  
dengan  pemben tukan  Peraturan Daerah  
Nom or  8 Tahun 2002 ten tang Lembaga  
Perkredi tan  Desa sebagaimana telah  
diubah  beberapa kal i  dan  terakhir  
diubah  dengan  Peraturan  Daerah  
Provinsi  Bal i  Nom or  4 Tahun  2012 
ten tang Perubahan  Kedua Atas  
Peraturan  Pemer intah  Daerah Propinsi  
Bal i  Nomor  8 Tahun  2002 ten tang 
Lem baga Perkredi tan Desa.  
LPD adalah  lembaga keuangan  yang 
ber si fa t  sui  generis .  Sui  generis berar ti  
                                                        
1Pasal 18A dan Pasal 1 8B Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Ac ta  C o m i ta s  (2 0 1 6 )  2  :  1 8 8  –  1 9 5  
IS SN :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I  e - I SS N :  2 5 0 2 -7 5 7 3  
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khusus,  sesuatu yang ber si fa t  sangat  
khas,  hanya ada sa tu pada jen isnya a tau  
ber si fa t  sangat  berbeda dar i  yang  
la innya dalam l ingkungan  jen is i tu. 2 
LPD sebagai  suatu lembaga yang 
didir ikan  khusus un tuk kepen t ingan  
demi mensejah terakan  masyarakat  desa  
pakraman,  dalam kegiatannya hanya  
mela yan i  masyarakat  desa  pakraman  
saja ,  LPD t idak mela yan i  masyarakat  
di luar  dar i  wi la yah  desa  pakraman  
tempat  dimana LPD ter sebut  beroperasi .  
Oleh  karena itu LPD dikatakan  sebagai  
lembaga keuangan  yang memiliki  si fa t  
khusus.    
Sebagai  lembaga keuangan 
komunitas LPD di ben tuk oleh  suatu  
sa tuan  komunitas,  yang beroperasi  
dalam suatu wilayah  komunitas,  
mela yan i  transaksi  keuangan  
di l ingkungan  komunitas dan  juga 
memenuh i  tujuan -tujuan  komunitas.  
LPD sebagai  wadah  ekonomi desa  
didalam member ikan  pelayanan  
pember ian  kredi t  diper tegas dalam Pasal  
7 a yat  (1)  sub b Peraturan  Daerah  
Nom or  8 Tahun  2002 yang menyebutkan  
“member ikan pin jaman hanya kepada  
krama desa”.  Agar pember ian pin jaman  
dapat  ber ja lan  mulus, maka diper lukan  
adanya jaminan yang diserahkan oleh  
pemin jam kepada yang dipin jami.  
Jaminan  biasanya berupa benda tetap 
yai tu ser t i fikat  tan ah . 
Bagaimana bi la  yang memin jam 
uang adalah  LPD i tu sendir i  dengan  
mengunakan  jaminan  benda tetap yai tu  
ser t i fikat  tanah.  Apakah  LPD dapat  
men jadi  subyek hukum hak tanggungan  
sebagai  debi tur? Hak Tanggungan  
                                                        
2Henry Campbell Black, Black’s Law 
Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn.West  
Publishing Co., USA, 1977, hlm.1286. 
berdasarkan  Pasal  1 ayat  (1)  Undang -
undang Nomor  4 Tahun  1996 ten tang 
Hak Tanggungan  (selan jutnya disingkat  
dengan  UUHT) adalah :  “Hak  
Tanggungan  atas tanah  beser ta  benda -
benda yang berkai tan  dengan  tanah,  
yang selan jutnya disebut  Hak  
Tanggungan,  adalah  hak jaminan  yang 
dibebankan pada hak a tas tanah  
sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor  5 Tahun  1960 ten tang 
Peraturan  Dasar  Pokok -pokok Agraria,  
ber ikut  benda -benda la in  yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah  
i tu,  un tuk pelunasan  utang ter ten tu,  
yang member ikan  kedudukan  yang 
diutamakan  kepada k redi tor  ter tentu 
terhadap kredi tor -kredi tor  lain .”  
1.2 Rumusan Masalah 
Dar i  la tar  belakang diatas maka 
dapat  dirumuskan  beberapa masalah  
antara lain  :  
1.2.1   Apakah Lembaga Perkreditan Desa 
berwenang sebagai subjek hukum hak 
tanggungan? 
1.2.2 Bagaimana akibat hukum dari perjanjian 
yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan 
Desa sebagai debitur dalam suatu 
perjanjian hak tanggungan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Umum 
Penel i t ian  in i  secara  umum 
ber tujuan  un tuk mengetahui  syarat -
syarat  subjek hukum Hak  Tanggungan  
dan  untuk mengetahui  kesa tuan  
per jan jian  hak tanggungan .  
1.3.2 Tujuan Khusus 
Tujuan  khusus yang hendak dicapai 
dari  penel i tian  in i  adalah  :  
a. Untuk mengetahui kedudukan Lembaga 
Perkreditan Desa sebagai subjek hukum 
dalam Hak Tanggungan. 
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b. Untuk mengetahui Perjanjian yang dibuat 
oleh Lembaga Perkreditan Desa sebagai 
debitur dalam perjanjian Hak Tanggungan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teorits 
Manfaat  secara  teor t i t i s bagi  
pengembangan  i lmu pengetahuan  
hukum,  khususnya dalam bidang hukum 
hak tanggungan .  
1.4.2 Manfaat Praktis 
Secara  prakt is hasi l  penel i t ian  in i 
bagi  kalangan  akademis dan  bagi  
masyarakat  umum hasi l  penel i tian  ini  
dapat  digunakan  sebagai  in formasi  
un tuk mengetahui  sta tus subjek hukum 
LPD dalam per jan jian  hak tanggungan .  
1.5 Landasan Teoritis 
Landasan  teor i t is dalam penel i t ian 
ini  menggunakan t iga  teor i  yai tu Teor i  
Kewenangan , Teor i  Badan  Hukum dan  
Teor i  Per jan jian  un tuk memper jelas  
dalam member ikan  suatu gambaran  
mengenai  permasalahan dia tas,  yai tu :  
1. Teori Kewenangan 
Wewenang menurut H.D Stout 
mengatakan : “bevoegdheid is een begrip int 
het bestuurlijke organisasitierecht, wat van 
worder omschreven als het geheel van regels 
dat betrekking heft op de verkrijiging en 
uitoefening van bestuurrechselijke 
rechtsverkeer”.3 Maksudnya wewenang 
merupakan pengertian yang dapat dijelaskan 
sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subyek hukum 
public di dalam hubungan hukum public. 
Teori Kewenangan digunakan untuk 
menelaah bahwa wewenang LPD sebagai 
                                                        
3H.D Stout, 1994, de Betekenissen van de 
wet, W.E.J. Tjeen Willink, zwole, hlm.102 
(maarseven van hench,bevoegdheid dalam PNC, 
akkermaans, dkk,1985, agleme begrippen Van 
staats Recht, Deed I,W.E.J. Tjeen willink 
Zwolle). 
subyek hukum hak tanggungan harus dapat 
ditunjukan dasar hukumnya. Penggunaan 
wewenang juga dimaksudkan untuk 
mengendalikan perilaku subjek hukum. 
2. Teori Badan Hukum 
Subyek  hukum adalah pendukung hak dan 
kewajiban, pendukung hak dan kewajiban 
ialah individu (orang) dan badan hukum 
(perusahaan, organisasi dan instansi).  
Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek 
hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. 
Pendukung hak dan kewajiban itu disebut 
orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari 
manusia pribadi dan badan hukum. Manusia 
pribadi adalah subjek hukum dalam arti 
biologis, sebagai gejala alam, sebagai mahluk 
budaya yang berakal, berperasaan dan 
berkehendak. Badan hukum adalah subjek 
hukum dalam artiam yuridis sebagai gejala 
dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan 
ciptaan manusia berdasarkan huum, 
mempunyai hak dan kewajiban seperti 
manusia pribadi.4 
Menurut Teori Fiksi bahwa kepribadian 
hukum atas kesatuan-kesatuan lain daripada 
manusia adalah hasil khayalan, dalam tesis ini 
LPD dianggap badan hukum oleh masyarakat 
yang dapat melakukan perbuatan selayaknya 
subyek hukum. Menurut Teori Organik bahwa 
badan hukum adalah suatu badan yang 
membentuk kehendaknya dengan perantaan 
alat-alat atau organ-organ badan tersebut. LPD 
mempunyai organinasi yang terdiri dari 
pengurus dan pengawas jelas disebutkan 
dalam Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2002 
Teori Perjanjian. 
3. Teori Perjanjian 
Menurut teori baru yang dikemukankan 
oleh Van Dunne, sebagaimana dikutip oleh 
Salim H.S yang diartikan dengan perjanjian 
                                                        
4Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum 
Perdata Indonesia, Citra Aditya Bandung, hlm. 
27.   
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adalah : Suatu hubungan hukum antara dua 
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 
untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru 
tersebut tidak hanya melihat perjanjian 
semata-mata, tetapi juga harus dilihat 
perbuatan sebelumnya atau yang 
mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam 
membuat perjanjian menurut teori hukum 
baru, yaitu : 
1) Tahap pracontraktual, yaitu adanya 
penawaran dan penerimaan, 
2) Tahap contractual, yaitu adanya 
persesuaian pernyataan kehendak antara 
para pihak, 
3) Dan tahap post contractual, yaitu 
pelaksaan perjanjian.5 
 
Dalam Penulisan Tesis ini, penulis akan 
menggunakan Teori Perjanjian didalam 
membahas permasalahan kedua mengenai akibat 
hukum dari perjanjian yang dibuat oleh LPD 
sebagai debitur dalam perjanjian hak tanggungan 
apakah sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. 
1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Jenis Penelitian 
Jen is penel i t ian  yang di terapkan 
adalah penel i t ian  hukum normative,  
penel i t ian  in i  di lakukan  karena 
menemukan  adanya kekosongan norma 
yai tu dalam Undang-Undang Nomor  4 
Tahun  1996 ten tang Hak Tanggungan  
pasal  9 mengenai  pemegang hak 
tanggungan  adalah  orang p er seorangan  
a tau badan  hukum yang berkedudukan  
sebagai  pihak berpiutang,  t idak 
di jelaskan  lebih  lan jut  mengenai badan  
hukum yang dimaksud.  Sedangkan  LPD 
sendir i bukan badan hukum.  
1.6.2 Jenis Pendekatan 
Dalam penel i tian  tesis in i,  jen is 
pendekatan  yang digunakan  adalah  
pendekatan  perundang-undangan (The 
                                                        
5Salim H.S., 2010, Hukum Kontrak Teori 
dan Teknik Penyusunan Kontrak, cet.7, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 26.  
Statute  Approach )  dan  pendekatan  
konseptual  (Conceptual Approach ).   
1.6.3 Sumber Data 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari 
perundang-undangan, peraturan daerah, 
paruman agung dan SK gubernur. 
b. Data Sekunder yaitu bahan pustaka yang 
berisikan informasi pendukung bahan primer 
seperti buku-buku, majalah, jurnal hukum 
dan karya ilmiah. 
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 
Penel i t i  menggunakan  studi 
kepustakaan karena penel i ti  banyak  
melakukan  penel i t ian  dengan  banyak  
membaca,  mencar i peraturan  perundang-
undangan  yang berkai tan  dengan  
penul isan  tesis in i,  dan  melakukan  
penelurusan  buku-buku hukum 
1.6.5 Teknik Analisis Data  
Tenik analisis yang dipergunakan 
dalam penel i t ian  in i  di lakukan  dengan  
menganal isis bahan -bahan  hukum yang 
telah  terkumpul ,  tekn ik anal isis bahan  
hukum yang digunakan  yai tu deskr ipsi ,  
sistemat isasi ,  evaluasi ,  in terpretasi  dan  
argumentasi .  
BAB II 
PEMBAHASAN 
 
2.1  Kedudukan Lembaga  Perkreditan 
Desa Sebagai  Debitur  
Dalam i lmu hukum dikenal  2 
subyek hukum,  yai tu orang pr ibadi  
(natural  person atau naturl i jk  person )  
dan  badan  hukum ( legal  enti ty  atau 
recht  person ) .  Badan  hukum berasal  
dari  bahasa  Lat in  yang disebut  Corpus  
atau dalam bahasa  Inggr is dikenal  
dengan  Body. Proses lah irnya sebuah  
badan  hukum ter jadi  melalui  suatu 
proses hukum,  berbeda dengan  orang 
pr ibadi  yang prosesn ya sebagai  subyek   
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hukum lah ir  secara a lamiah .  Dengan  
kata  lain ,  per seroan  dapat  disebut  
sebagai    mah luk badan  hukum yang 
berwujud ar t i fisia l  (kumstmatig,  
art i f ic ial )  yang dicipta oleh  negara  
melalui  sebuah  proses hukum. 6 
Manusia  sebagai  subyek hukum 
diatur  dalam keten tuan  perundang -
undangan  yai tu dalam Pasal  27 UUD RI  
1945,  Ki tab Undang-Undang Hukum 
Perdata  Buku I  t en tang orang dan  dalam 
UU No.5 Tahun  1960.  Disamping 
manusia  ada pendukung hak -hak dan  
kewaji ban -kewaji ban  yang ki ta  namakan  
badan  hukum (rechts person )  un tuk 
membedakan  dengan  manusia  ( naturl i jk  
person ) .  Jadi  ada suatu ben tuk hukum,  
yai tu badan  hukum yang dapat  
mempunyai  hak-hak,  kewaji ban -
kewaji ban  hukum dan dapat  mengadakan  
hubungan hukum. 
Kemampuan  untuk mendukung hak 
dan  kewaji ban  disebut  kewenangan  
hukum (rechtsbehovegd ).  Kewenangan  
hukum diber ikan  kepada subjek hukum 
oleh  hukum objekt i f.  Menurut  L.J.  Van  
Apeldoorn  kewenangan  hukum 
diber ikan  kepada t iap -t iap orang.  
Dengan demikian orang adalah  subjek  
hukum.7 
Badan  hukum sebagai  subyek  
hukum diatur  dalam peraturan  
perundang-undangan.  Yaitu dalam 
KUHPerdata,  Ki tab Undang-Undang 
Hukum Dagang (KUH Dagang),  UU No.  
40 Tahun  2007 ten tang Per seroan  
Terbatas,  UU No.  25 Tahun  1992 
ten tang Per koperasian,  dan  UU No.  16  
Tahun  2001 ten tang Yayasan .  Suatu 
                                                        
6M. Yahya Harahap, 2009, Hukum 
Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 
36. 
7Adul Rachmad Budiono, 2005, Pengantar 
Ilmu Hukum, Bayumeda, Malang, hlm. 52. 
badan  hukum dapat  dikatakan  dan  
diakui  sebagai  badan  hukum jika  
memenuh i  keten tuan  yai tu badan  hukum 
ter sebut  m endapat  pengakuan  dan  
pengesahan  secara  hukum,  diyakin i  
sebagai  subyek hukum oleh  mas yarakat,  
memil iki har ta  kekayaan ,  memil iki  
tujuan -tujuan  ter ten tu dan  memil iki  
kehendak dengan  peran taraan  ala t -a lat  
a tau organ -organ  badan  ter sebut .  
Dalam UU No.  40 Tahun  2007 
ten tang Per seroan  Terbatas merupakan  
peraturan  khusus yang mengatur  
mengenai  badan  hukum Perseroan  
Terbatas (PT).  Selan jutnya dalam 
penul isan  tesis in i disingkat men jadi  
UUPT 2007.  Dalam Pasal  1 UU PT  
disebutkan  bahwa Per seroan  Terbatas 
yang selan jutnya disebut  Per seroan ,  
adalah  badan  hukum yang merupakan  
per sekutuan  modal ,  didir ikan  
berdasarkan  per jan jian ,  melakukan  
kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang 
seluruhnya terbagi  dalam saham dan  
memenuh i  per syaratan  yang di tetapkan  
dalam undang-undang in i  ser ta  
peraturan pelaksanaannya.  
Subyek hak tanggungan  dia tur  
dalam Pasal  8 ayat  (1)  da n  Pasal 9 
UUHT,   yang memuat  tentang keten tuan  
subyek hukum dalam hak tanggungan  
yai tu :  
a. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang 
perorangan atau badan hukum yang 
mempunyai kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum terhadap 
obyek Hak Tanggungan pada saat 
pendaftaran Hak Tanggungan itu 
dilakukan. 
b. Pemegang Hak tanggungan adalah 
orang perseorangan atau badan hukum 
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yang berkedudukan sebagai pihak yang 
berpiutang. 
LPD t idak bisa  men jadi  subjek  
hukum hak tanggungan  walaupun   dapat  
dikatakan  LPD telah  memenuh i  unsur -
unsur  sebagai  subyek hukum yai tu  
mempunyai  modal  a tau har ta  kekayaan  
sendir i yang berasal  dar i  warga desa  
pakraman  dimana LPD ter sebut  berada,  
LPD juga memil iki  a la t/organ  yai tu  
pengurus,  pengawas dan  angota  LPD,  
dapat  digugat dan menggugat , ser ta  
mempunyai  tujuan yai tu  
mensejah terakan  krama desa pakraman .  
Keberadaan  LPD juga t elah  diakui  
keberadaannya ol eh  UU LKM, LPD 
dinyatakan  diakui  keberadaanya  
berdasarkan  hukum adat dan t idak 
tunduk terhadap UU LKM in i ,  hal  ini  
sesuai  dengan  pernyataan  Bab XIII  
Pasal  39 angka (3).  
LPD bukan lah  badan  hukum,  akta 
pendir iannya t idak ada dan  un tuk 
mendir ikan  LPD t idak seper t i  
mendir ikan  bank a tau koperasi  yang 
diper lukan  modal  tetapi LPD berdir i  
karena prakar sa  dar i  masyarakat  desa  
karena LPD adalah milik masyarakat  
desa ,  un tuk keper luan  masyarakat  desa  
dan  diurus sendir i  oleh  masyarakat  
desa .  Jadi  LPD t idak bisa  men jadi  
subyek hukum hak tanggungan  karena 
LPD bukan  badan  hukum,  yang dapat  
men jadi  subyek hak tanggungan  adalah  
pr ibadi  dar i  pengurus a tau ketua LPD 
ter sebut  termasuk juga dengan objek  
hak tanggungan  yang dibebankan  adalah  
obyek dar ipada milik pr ibadi  bukan  
mil ik LPD seh ingga bi la  ter jadi  keadaan  
t idak mampu memenuh i  kewaji ban  dari  
hutang ter sebut  adalah  men jadi  r esiko 
dari  pengurus a tau ketua  LPD yang 
dengan  sukar ela  mengikatkan  dir inya  
pada per jan jian  hak tanggungan  
ter sebut .  
Teor i  Fiksi  mengumpamakan 
seolah -olah  badan  hukum sebagai  
manusia  yang sesungguhnya badan  
hukum itu t idak ada,  sedangkan  
sebal iknya teor i  organ memandang 
badan  hukum i tu suatu r eal itas yang 
sebenarnya sama dengan manusia . 8 
Menurut  teor i  organ  dari  Von  
Gierki  yang menyatakan  bahwa badan  
hukum bukan  merupakan sesuatu hal  
yang fikt i f melainkan  sebagai  r eal itas 
yang t idak berbeda dengan  manusia  
dalam pergaulan  hukum.  Dalam teor i  
ini ,  badan  hukum bukan lah  suatu 
pr ibadi  yang sesungguhnya melainkan  
badan  hukum mempunyai  kehendak a tau 
kemauam sendir i  yang diben tuk melalui  
a la t  pelengkapnya yai tu seper t i  
pengurus, pengawas dan anggota -
anggotanya.  Jika  dikai tkan  dengan  LPD 
maka LPD memenuh i  unsur -unsur  
mempunyai  a la t  a tau organ  yang dapat  
di l ihat  dari  adanya pengurus dan  
pengawas yang diangkat  dan  
diberhen t ikan  oleh  warga desa  melalui  
r apat  desa ,  LPD juga m empunyai  
anggota  yang berasal  dar i seluruh  warga 
a tau krama desa  pakra man  dimana LPD 
ter sebut  berada. 
2.2  Akibat Huk um Dari  Perjanjian 
Hak Tanggungan Oleh Lembaga  
Perkreditan Desa Sebagai  
Debitur  
Syarat  sah  per jan jian  diatur  dalam 
Pasal  1320 KUHPerdata ,  ada  4 (empat)  
syarat  fundamental  yang harus dipenuhi  
dalam per jan jian agar dapat  dikatakan  
                                                        
8Suparmo,  Gatot ,  2009,  Hukum 
Perseroan Terbatas ,  Jakar ta  :  
Djambatan ,  hal .  7.  
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sah , yai tu :  suatu per jan jian diatur  
dalam KUHPerdata  yai tu dalam Pasal  
1320 KUHPerdata.  Ada empat  syarat  
fundamental  yang harus dipenuh i agar  
per jan jian /kon trak dapat  dinyatakan  
sah , yai tu:  
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. 
3. Suatu hal tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
Subyek Hak tanggungan  adalah 
pember i  hak tanggungan  dan  pemegang 
hak tanggungan.  Pember i  hak 
tanggungan  adalah  orang atau badan  
hukum yang mempunyai  kewenangan  
un tuk melakukan  perbuatan  hukum 
terhadap obyek hak tanggungan.  
Notar is dalam profesin ya  
sesungguhnya merupakan  instansi  yang 
dengan  akta -aktanya men imbulkan  a lat -
a la t  pembukt ian  tertul is dengan  
mempunyai  si fa t  oten t ik.  Keoten t ikan  
suatu akta  sangat  di tentukan  oleh  
terpenuh inya unsur -unsur  yang ada 
dalam Pasal  1868 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata.  Pasal  1868 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata  
menyebutkan  :  “ suatu akta  oten t ik ia lah    
suatu akta yang di  dalam ben tuk yang 
di ten tukan oleh  Undang-Undang,  di  buat  
oleh  a tau dihadapan  pegawai -pega wai  
umum yang berkuasa  un tuk i tu di  
tempat  dimana akta  itu di buatnya.” 9 
Berkai tan  dengan  per jan jian  hak 
tanggungan  yang di lakukan  oleh  LPD 
berhubungan  dengan  syarat  sah  nya  
suatu per jan jian ,  per ikatan  ter sebut  
dapat  ter jadi  apabi la  syarat  
per jan jiannya terpenuhi .  Menurut  pasal  
                                                        
9R. Subekt i  dan  R.  Tji t rosudi bi o,  
2001,  Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata,  (Jakarta :  PT.Pradnya Paramita)  
h lm. 475.  
1320 KUHPerdata  mengatur mengenai  
syarat  sahnya suatu per jan jian,  LPD 
dalam hal  in i  t idak bisa  men jadi  pihak 
debi tur  a tau yang memin jam uang 
karena yang sebenarnya ter jadi  bukan  
LPD yang memin jam uang kepada pihak 
bank tetapi  pr ibadi  a tau orang yai t u  
ketua  LPD atau pengelola  dar i  LPD 
ter sebut  dengan  menggunakan  objek  
tanah  mil ik pr ibadi  ketua/pengelola  
LPD seh ingga resiko yang ter jadi  
apabi la  t idak bisa  memenuh i  tanggung 
ja wab m emba yar  hutang,  yang terkena 
dampak adalah  har ta  kekayaan  dari  
mil ik pribadi  ketua/pengelola  LPD 
ter sebut  bukan  LPD n ya.  Seh ingga 
ket ika  melakukan  per ikatan  hak 
tanggungan , syarat -syarat  per jan jianya  
terpenuh i  karena yang ber t indak adalah  
pr ibadi  dari  ketua  a tau pengelola  LPD 
ter sebut  bukan  LPD nya.  
Akibat  hukum dar i  per jan jian  yang 
dibuat  oleh  LPD sebagai  debi tur  dalam 
suatu per jan jian  hak tanggungan  adalah  
t idak sah,  karena menurut pasal  1320 
pada ayat  (4)  KUHPerdata  mengenai  
syarat  sah  nya per jan jian  adalah ada 
suatu seba b yang halal  a tau legal  cause  
yang art inya seba b dar i  per jan jian  itu 
sendir i  yang menggambarkan  keinginan  
a tau tujuan dar i kedua pihak yang 
ber jan ji .  Pasal  1335 menen tukan  bahwa  
suatu per jan jian  tanpa seba b a tau karena 
seba b palsu adalah  termasuk ke dalam 
seba b yang t idak hala l.  Pada pasal  1337 
KUHPerdata,  den gan jelas menyebutkan  
bahwa para pihak t idak bebas un tuk 
mengadakan  per jan jian  yang 
menyangkut  kausa  yang di larang oleh  
undang-undang a tau yang ber ten tangan  
dengan  kesusi laan  dan  keter t iban  umum. 
Akibat  hukum dari  per jan jian  yang 
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dibuat  ber tetangan  dengan  kausa  
ter sebut  adalah menyeba bkan  per jan jian  
i tu men jadi  t idak sah  a tau maka 
per jan jian  bata l demi hukum.  
 
BAB III 
PENUTUP 
 
3.1    Kesimpulan  
1.   LPD adalah  sa lah  sa tu duwe desa  
pakraman,  merupakan wadah 
khusus yang mengelola  duwe desa  
pakraman  seh ingga LPD t idak 
berwenang sebagai  subjek hukum 
dalam per jan jian  hak tanggungan . 
Sampai  saat  in i  belum ada a turan 
yang tegas mengatur  mengenai 
LPD sebagai  subyek hukum yang 
dapat  men jadi  debi tur  dalam 
per jan jian  hak tanggungan .  
2.   Akibat  hukum dari  per jan jian  yang 
dibuat  oleh  LPD sebagai  debi tur  
dalam suatu per jan jian  hak 
tanggungan  adalah  t idak sah , 
karena menurut pasal 1320 pada 
a yat  (4)  KUHPerdata  mengenai 
syarat  sah  nya per jan jian  adalah 
ada suatu seba b yang halal  atau 
legal  cause  yang art inya seba b 
dari  per jan jian  i tu sendir i  yang 
menggambarkan  keinginan  atau 
tujuan  dar i  kedua pihak yang 
ber jan ji .  
3 .2   Saran 
1. `Disarankan kepada Pemerintah Propinsi Bali 
dan Majelis Utama Desa Pakraman untuk 
bersama-sama memperjuangkan status subyek 
hukum  LPD, sehingga status LPD dapat 
diakui sebagai subyek hukum oleh undang-
undang sehingga perjanjian yang dibuat 
menjadi sah secara hukum.
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